TECLFL SORGHERID

LEMBARAN DAERAH

(ABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1996 SERI D NO. 4

S——

PERATU

ORGANISASI

RAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2

bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas
Peternakan Daerah, maka dipandang perlu mengganti Peraturan
Daerah Kabupaten daerah Tingkat 11 Sukoharjo Nomor: 12 Tahun
1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukokharjo;

bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. |
Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembe.ntukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - poko}c
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indones.la
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
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omor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksan
.. dari Urusan Pemerintahan dalam Lap, %
lan ¢ i Jawa Tengah (Lembaran . o0
ada Propinsi Jawa ~€r5 UM Negy,
e .. Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lemp, 2
Reple Indm:m[lad'gnesia Nomor 122); Uz
Negara Pe;:)l:]:‘:ﬁ:mh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordipg,
. P,era'mt;nlnstansi Vertikal di Daerah ( Iemazaf MLE;%ZF: Pepup,
Elfi%)ll?esia Tahun 1988 Nomor731)0 , Tambahan an Negara

: i 3373);
Republik Indonesia Nomor

Pch:uran Pemerintah  Nomor 43 Te?l%un 1t992d tentang
Peyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Ber.a pada Daeryy
okt Republik Indonesia Tahun 199,

Tingkat I ( Lembaran Negara : .
Nongmor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegj,

Nomor 3480);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang

Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang
pola Organisasi PemerintahDaerah dengan Wilayah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tatun 1994 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah._

K ehewanan

N

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

[1 Sukoharjo.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE

MEMUTUSKAN

SUKOHARJIO TENTANG ORGANISAS] 1ol TINGKAT I
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ppppa:. LATAKERJA
SUKOHARJO RAH TINGKAT 11

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksyq den
gan ;

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat g :

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah, Kabupat Oharjo:
tn

IT Sukoharjo;
Aerap, T
Ingkat
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Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Sukoharjo;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat 11

Sukoharjo; '
f Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Ting-

kat II Sukoharjo.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang Peternakan. e ‘

(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan betanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas meny=lengarakan urusan rumah tangga
Daerah dan tugas pembantuan yang deberikan oleh Pemerintah dan atau
pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah di bidang
peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peratuan Daerah ini,
Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ; |

pembimbingan teknis di bidang Peternakan :

pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
pelaksanaan penyuluhan:

pengamanan teknis sesuai tugas pokoknya:
pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani:
pelaksanaan pengolahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan:

m ™ e A0 o
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p. pelaksaan yrusan tatd usaha Dinas.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan

. Pasal 5
an ditetapkan Pola Maksimal :

Organisasi

Organisasi Dinas Peternak
' Pasal 6

(1) Susunan 0fganisasi Dinas Peternakan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c, Seksi Produksi ; _

d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ; -

e, Seksi Kesehatan Hewan : '

f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan :
g. Seksi Penyuluhan ; |

h. Cabang Dinas ;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri darj
o . Hempat) U
Prodyksn, Seksi Usaha Tani dan Pengolahap Sek Tusan, sedangkan Seksi
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peteﬁ;ak St Kesehatan Hewan dan

dari 4 (Empat ) Sub Seksi g an mag;j . s
Sub Seksi. Sl.adapun seksi penyy| *INg - masing terdiri

uha_n t .va
er .
) S.u b Bagian Tata Usaha dan Seksi -seksi mac: diri dari2 (dua)
dimaksud ayat (1) Pasal ini masin Masing . Mas;
g sebagaimana

Kepala yang berada dibawah dan bert Tasing dipim

1 a
SRR NElngg J'awabpln oleh seorang

(4) Bagan Org?:{isasi Dinas Peternakan sebggn: Pada Kepala
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Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7
mimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

Kepala Dinas me€
asal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

dimaksud dalam P
Bagian Ketiga
Sub Bagain Tata Usaha

Pasal 8
as Menyelenggarakan urusan

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tug
perlengkapan dan urusan

perencanaan kepegawaian, keuangan,
umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan

Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyal fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan

organisasi dan tata laksana;

pengelolaan administrasi kepegawaian ;

pengelolaan administrasi keuangati;

d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan

kearsipan .

ey

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
a. Urusan perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Umum.

(2) Urusan - urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing -
masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala sub Bagian Tata Usaha.

CamScanner



62

Pasal 11
punyai tugas mengumpulkan, Meng,

em :
"ca"aT?SI; ﬁ’ata dan statistik, meyiapkan bahan lap,,
gan

lola dan men i bahan pembinaan organisasi dan tatajqy
dinas, serta M€ -
sana. Jian mempunyai tugas menyiapkan bahg,

(2) Urusan  KepegaW
penyusunan rencan
mutasi pegawal serta men

gawaian. _ oo balar pes

: unyai tugas menylapkan 1 penyy

3) E&mﬁﬁmﬂﬁggnmgmg@m dan Belanja Dma.sf,‘ line.ngums

pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, Verifixasi ser
mengurus perbendaharaan.

(4) Urusan Umum mempuyai tugas mengurus sural menyurat

kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi
Pasal 12

bangan pegay.:
butuhan dan pengem g2 cgawy;
a ke gurus pengelolaan administrasi kepe,

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Peternakan di bidang produksi peternakan. : =

Pasal 13

untuk menyelenggarakan tugas te
Daerah ini,Syeksi Ig’foduksi meﬁlpunyr:iegfégfi?da Pasal 12 Peraturan
a. pembimbingan teknis reproduksi;
b. pembimbingan pembibitan ternak:
C. pembimbingan pengawasan, pered
d. pembimbingan pengkajian dan pent:;::l Penggunaan Pakan;
| Pasal 14
(1) Seksi Produksi terdiri dari:
a.Sub Seksi Teknik Reproduksi:
b.Sub Seksi Pembibitan;
c.Sub Seksi Pakan;
d.Sub Seksi Kaji Terap.
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(2) Sub Seksi-su‘.n‘ seksi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini,masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas manyusun kebutuhan
<emen dan mudigah mengadakan, menyimpandan menyalurkan semen
dan mudigah,memantau inseminasi buatan dan alih mudigah. '
(2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak
bibit pedesaan,memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing
registrasi ternak dan penguji populasi dasar ternak serta memantau
kinerja ternak bibit.
(3) Sub Seksi Pakan mepunyai tugas
penggunaan pakan ternak.
(4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan
pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan .
 Bagian Kelima
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan

memantau pengadaan,peredaran dan

Pasal 16

éngolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

Seksi Usaha Tani dan._ P
di bidang tani temak dan pengelolaan hasil ternak.

tugas Dinas Peternakan
i Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peratur
Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi: |

a. pelayanan usaha peternakan; '

b. pemantauan sumber daya peternakan ;

c. pembimbingan pengolahan hasil peternakan ;

d. pembimbingan pemasaran peternakan ;

Pasal 18

an ini, Seksi

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari:
a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
b. Sub seksi sumber Daya ;
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4. Sub Sekst Pem oksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pagg]
se in oleh seorang Kepala yang berada dj baWah iy
ab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolah,, ‘dan
Pasal 19
(1) Sub Seksi Pelayanan Uszh? mempunyai tugas melakukan pelgy,,
usaha tani ternak . .
(2) Sub Seksi Sumber Daya m
memantau penyediaan lahan,
(3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mem
bing pengawasan Pegolahan hasil ternak . .
(4) Sub Seksi pemasaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan, Mmeng.
lah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak ,

empunyai fugas melakukan inventarisag;
ketenagaan dan permodalan usaha temaj
punyai tugas memantau dan membj,

Bagian Keenam |
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugs
Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan .

Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pad :
Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fung];i :a Pasal 20 Per aturan daerah 1n,

a. pengamatan, penyidikan dan epidemio]og; _
buat peta penyakit hewan ; 081 penyakit hewan, serta mem-

b. pencegahan dan pemberantasan penyakit he
c. pelayanan kesehatan hewan :

d. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner .
H

Pasal 22

(1) seksi Kesehatan Hewan terdiri dar; :
a. sub Seksi Pengamatan dan Penyidikap -
b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberanta;an .
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c. Sub seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;

4. Sub seksi kesehatan Masyarakat Veteriner .
i sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

oleh seorang Kepala yang berada
jawab kepada Kepala seksi Kesehatan

Hewan.
Pasal 23

dan Penyidikan mempunyai tugas

ksi Pengamatan
ey = : enyidikan, epidemiologi  dan

membimbing pengaxqatan, P
pembuatan peta penyakit hewan . |
(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyal tugas

membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan .

(3)sub Seksi pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas

membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau

peredaran dan penggunaan obat hewan .

(4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas
mengawasi hygiene dan ° sanitasi lingkungan usaha-usaha
peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/ rumah
potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan

hewan .
Bagian ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran
dan pengembangan peternakan .

Pasal 25

Untuk menyelengarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan

daerah ini, seksi Pen
’ yebaran dan
mempunyai fungsi : Pengembangan Peternakan

a. pembimbingan identifikasi i
i ara asi lokasi penyebaran dan pepgembangan

b. pembimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
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enataan tCl'nak ; . . .
: lI)DGIlgurllsan redistribusi ternak ;
Pasal 26

(1) Seksi Penyebaran dan pengembangan Besermakil teedil doei

a. Sub Seksi Identifikasi ;
b, Sub seksi Penyiapan ;
c. Sub Seksi Penataan

4. Sub Seksi Redistribusi ;

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasg] i
masing -masing dipimpin oleh seorang Kepala yang ber,
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penyebar,
dan pengembangan Peternakan .

Pasal 27

(1) sub seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbinga
identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak .

(2) Sub seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tat:
ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di
. tani di
penyebaran dan pengembangan peternakan . ¢ 7
(3) Sub seksi Penataan mempunyaj
gaduhan dan bagi hasil temakp y eas mengelola. administs

pengumpulan, seleksi, penyeb tugas - melaksanakan

. aran kembalj terak bibjt
Bagian Kedelapan .
Seksi penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyaj ty

Dinas Peternakan di bidang penyu]gas melakg

llhan temak ; an Sebagl'an mgas
Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas terseby;
Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunya; ﬁuf‘g | Pag
81:

a. penyiapan dan pelaksanaan program B,
penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonztode dap
mj; i
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b. perenc@m, pendayagunaan  dan bimbingnan ketenagakerjam

penyuluhan ;
¢. pembimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;

d. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendaya- gunaan
sarana penyuluhan ; '

e perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan
materi penyuluhan . -

Pasal 30

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana . ,
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala seksi Penyuluhan . -

Pasal 31

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode
dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial
dan ekonomi pelakasanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi
pelaksanaan penyuluhan .

(2) Sub Seksi Kelembagaan. Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun
rencana  kebutuhan dan memdayagunakan  tenaga penyuluh,
merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan,
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan
kursus-kursus tani,penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta

penyiapan materi penyuluhan .

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkén oleh Menteri
Dalam Negeri .
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Kesepuluh

Bagian
Teknis Dinas

it Pelaksana
pasal 33
a5 mempunyai kedudukan sebagaj |,
SUr

nis operasional Dinas Peternakar .
dipimpin oleh seorang Kepala yang e
3

{ Pelaksana Teknis Dinas
b kepada Kepala Dinas .

(2) uni ;
bertanggung Jawa

dibawah dan
Pasal 34

knis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yan
g

Unit Pelaksana Te
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

dang

keahlian masing-masing .

) . -3ub kel S 35
dipimpin o)eh s;l?aic;k tSesuai
tenaga
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BAB IV
TATAKERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksana
Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masmg-masmg maupun antar Satuan 0rgamsas1 sesuai
dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebljaksanaan
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
(2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu
dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BABYV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkawn serta susunan kepegawaian diatur
kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 40

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya .

Pasal 4i

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1981
tetang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan kabupaten
daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi .
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BAB V1
PENUTUP
Pasal 42
Daerah ini mulai ber laku pada tantgaghal]uilu;d;n gkan..
Peraws? aya setiap Orang dape S enﬁm a::l?: nn%
oo dgngan Peraturan Daerah 1ni. c_ie_ngan psuk 11]’ L) dalam
Ezrrlngllnl:ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pucohano.
Ditetapkan di Sukohgg
pada tanggal 5 Jun; 19
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH . BUPATIKEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II
SUKOHARJO | SUKOHARJO
KETUA
ted
ttd
SOEBENI

- TEDJO sUMINTO
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DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa tengah
Tanggal :3 Nopember 1995 No. 188.3 /336 /1995
An. Sckretaris WILAYAH / DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAII

Kepala Biro hukum

ttd
N T -

Penata Tingkat |
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 1996 Seri D No. 4
Pada Tanggal : 3 Pcbruari 1996
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRI HARDONO
Pembina Tingkat 1

NIP. 010 071 319
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